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Abstract 

This study aims to find out how the management of Sedana Mekar BUMDes 
applies the principles of village autonomy in Mekarsari village, East Lore 
sub-district, Poso district. This research was conducted in the village of 
Mekarsari, East Lore sub-district, Poso district with the theory of village 
autonomy put forward by Sutoro Eko (2014), which is Impunity and 
Initiative. The research method uses qualitative with descriptive research 
type. The technique of determining informants used a purposive sampling 
technique with 6 informants. Data collection techniques were carried out 
by means of observation, interviews and documentation. The results of this 
study concluded that the implementation of the principles of village 
autonomy in the management of BUMDes Sedana Mekar in Mekarsari 
village was considered not optimal. This is based on aspects of Sutoro Eko's 
theory used in this study, namely the principle of impunity and initiatives 
in the management of BUMDes Sedana Mekar. Inadequate planning often 
occurs in BUMDes management so that the initiatives implemented are not 
optimal. And it is also found that there are irregularities in the principle of 
impunity, namely the appointment of BUMDes administrators from village 
officials which causes the village oversight function of BUMDes to become 
village oversight of itself. 
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PENDAHULUAN 
 

Pengelolaan Badan Usaha Milikdesa pada hakekatnya merupakan salah 
satu bentuk dari perwujudan dari hak-hak yang dimiliki olehdesa yang 
diamanatkan dalam sistem perundang-undangan yang berlaku secara luas di 
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Indonesia. Pengelolaan BUMDes olehdesa secara mandiri juga merupakan 
suatu bentuk nyata dari terselenggaranya hak-hak otonomidesa dalam 
mengelolah sumber daya potensial yang ada diwilayah otonom itu sendiri 
(Dewi, 2014). Otonomidesa merupakan perwujudan dari keinginan untuk 
mengelola dan memanfaatkan segala macam bentuk potensi di wilayahdesa 
secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di wilayah tersebut. Otonomidesa merupakan sebuah sistem yang 
memungkinkandesa untuk dapat memanfaatkan segala macam potensi yang 
dimiliki dan mendorongdesa untuk berkembang sesuai dengan karakteristik 
ekonomi, geografis, dan sosial budayanya (Puspaningtyas & Ismail, 2023). 

Dalam masa otonomidesa saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih 
luas untuk mengatur dan mengurus wilayahnya secara mandiri. Sehinggadesa 
dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik, 
memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana 
dalam kegiatan pemerintahan. Sejalan dengan itu, pemerintahdesa diharuskan 
untuk lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di 
daerahnya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah 
dan pembangunan di daerahnya (Lindawaty, 2012). 

Pada dasarnya, tujuan diberikannya otonomi kepadadesa adalah untuk 
menarik partisipasi masyarakat dalam bidang politik dan juga agardesa dapat 
mengelolah setiap potensi yang ada dan mengembangkannya secara optimal. 
Namun, otonomi harus disertai dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar 
terutama dalam hal sumber daya manusianya. Masyarakatdesa pada umumnya 
bersikap pasif dan hanya menunggu keputusan pemerintah saja. Dengan 
adanya otonomidesa ini, masyarakat diharapkan untuk dapat terlibat langsung 
dalam setiap pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 
(Puspaningtyas & Ismail, 2023). Otonomidesa merupakan hak masyarakat 
yang harus dipenuhi oleh negara, harus diingat juga bahwa tiada hak tanpa 
kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan 
tanpa batas. Oleh karena itu, dalam menjalankan hak, kewenangan dan 
kebebasan dalam penyelenggaraan otonomidesa, harus dilaksanakan sesuai 
dengan batasan-batasan yang ada. Agar penyelenggaraan otonomidesa dapat 
sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi yang ada terlebih lagi agar masyarakat 
setempat dapat merasakan manfaat nyata dari adanya hak otonomi yang telah 
diberikan (Irawati, 2021). 

Seicara konseiptual, peinyeileinggaraan otonomi di Indoneisia didasarkan 
pada tiga tujuan utama, yaitu tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan 
eikonomi. Untuk meireialisasikan tujuan diseileinggarakannya otonomi desa, 
peimeirintah meineirbitkan UU Nomor 32 tahun 2004 teintang Peimeirintahan 
Daeirah meinjadi landasan dalam beirdirinya Badan Usaha Milik desa, dimana 
pada pasal 213 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2004 meinyeibutkan bahwa “desa 
dapat meindirikan badan usaha milik desa seisuai deingan keibutuhan dan 
poteinsi desa”. Undang-undang ini dapat dikatakan seibagai suatu landasan yang 
sangat baik untuk peireikonomian desa, dimana deingan adanya undang-undang 
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ini desa meimiliki otoritas yang jauh leibih luas dalam meingeilola seigala beintuk 
poteinsi-poteinsi eikonomi yang ada untuk dikeilola beirsama deingan masyarakat. 

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangdesa, 
Badan Usaha Milikdesa (BUMDesa) memiliki peran penting sebagai instrumen 
ekonomi yang dikembangkan olehdesa untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi lokal. BUMDesa didirikan 
berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal, serta berfungsi untuk mengelola 
aset-asetdesa yang ada dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatdesa. 

Seicara umum tujuan dibeintuknya BUMDeis adalah untuk meiningkatkan 
peireikonomian desa deingan meingoptimalkan seigala macam aseit desa yang ada 
untuk keiseijahteiraan desa, meiningkatkan usaha masyarakat dalam peingeilolaan 
poteinsi eikonomi desa, meingeimbangkan reincana keirjasama usaha antar desa 
dan/atau deingan pihak keitiga, meinciptakan peiluang dan jaringan pasar yang 
meindukung keibutuhan layanan umum masyarakat, meimbuka lapangan 
peikeirjaan, dan meiningkatkan peindapatan masyarakat desa. 

Meinurut (Tama & Yanuardi, 2013), peimbeintukan BUMDeis dilakukan 
untuk meindukung peimbangunan desa meilalui program peimbeirdayaan 
masyarakat desa untuk meiningkatkan produktivitas usaha desa, meimbangun 
dan meindukung leimbaga yang meindukung pola produksi dan peimasaran, 
seirta meimanfaatkan sumbeir daya alam seibagai awal dari peirkeimbangan 
eikonomi peidesaan. Didirikannya BUMDeis diharapkan dapat meinjadi suatu 
wadah yang bisa meimbantu meinggeirakan roda peireikonomian masyarakat 
desa. 

Peimbeintukan BUMDeis yang keimudian dibeiri nama BUMDeis Seidana 
Meikar di desa Meikarsari meirupakan suatu beintuk usaha peimeirintah desa 
meikarsari dalam rangka meingeilola sumbeir daya poteinsial yang teirdapat di 
wilayahnya untuk meiningkatkan peireikonomian dan keiseijahteiraan masyarakat 
desa. Peimeirintah desa Meikarsari pada tahun 2016 meindirikan suatu badan 
usaha milik desa yang beirtujuan untuk meingeilola sumbeir daya yang ada di 
dalam desa guna untuk meiningkatkan dan meinguatkan peireikonomian desa 
yang teirceirmin dalam peindapatan asli desa. 

Peindapatan asli desa (PAdesa) yang meirupakan seibuah gambaran 
teintang poteinsi keiuangan desa yang pada dasarnya meingandalkan unsur-
unsur pajak desa dan reitribusi desa. desa dapat meinggali poteinsi poteinsi-
poteinsi sumbeir daya yang ada di wilayahnya dalam rangka peinguatan eikonomi 
desa seicara eifeiktif dan eifisiein dipeirlukan adanya upaya peingeilolaan BUMDeis 
yang baik untuk meingolah seigala macam beintuk poteinsi yang ada di desa 
untuk dijadikan sumbeir peindapatan bagi desa. 

Dalam beibeirapa tahun teirakhir, BUMDeis yang didirikan di desa 
Meikarsari teilah meilakukan beirbagai upaya untuk meingeilola seigala macam 
poteinsi yang ada di desa. Beirbagai upaya yang dilakukan yaitu deingan 
meindirikan unit-unit usaha BUMDeis untuk fokus meingeilolah sumbeir daya 
yang ada. Peirkeimbangan unit-unit usaha yang ada tidak teirleipas dari 
peireincanaan dan peingeilolaan yang baik dan matang dalam meinjalankan 
BUMDeis ini. Beigitu juga seibaliknya, Beigitu pula seibaliknya, peireincanaan dan 
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peingeilolaan yang kurang baik hanya akan meimbuat unit-unit usaha ini tidak 
beirkeimbang hingga akhirnya mati. 

Sisteim peingeilolaan BUMDeis yang otonom dan mandiri seimeistinya dapat 
meimpeirhitungkan seigala macam keimungkinan yang ada. Namun, dalam 
prakteiknya seiringkali keisalahan teirjadi kareina peireincanaan yang kurang 
matang seihingga peimbeintukan unit usaha yang ceindeirung teirgeisa-geisa tanpa 
meimpeirhatikan kondisi sosial budaya yang ada hanya akan meinyeibabkan 
keimunduran unit usaha itu seindiri, seihingga targeit yang seibeilumnya teilah 
diteitapkan tidak dapat diraih seibagaimana meistinya. 

Beirdasarkan latar beilakan diatas, keimandirian suatu BUMDeis dalam 
meinjalankan usahanya meimiliki peingaruh yang beisar dalam meimbeirikan 
kontribusi teirhadap peirputaran dan peinguatan peireikonomiandesa yang tidak 
leipas dari kontribusi peimeirintahdesa. Beirlandaskan hal itu, peinulis teirtarik 
untuk meilakukan peineilitian di suatu BUMDeis yang ada didesa Meikarsari 
deingan meingangkat judul “PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIKdesa 
MEKARSARI KECAMATAN LORE TIMUR KABUPATEN POSO” untuk 
meingeitahui peineirapan prinsip-prinsip otonomi desa dalam peingeilolaan badan 
usaha milik desa. 
Tinjauan Pustaka 
Konseip Otonomi Desa 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangdesa, 
otonomidesa adalah kewenangandesa untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Otonomidesa ini 
didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat 
setempat. Undang-Undang ini memberikan wewenang yang lebih besar 
kepadadesa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi local (Pamungkas, 
2019). 

Otonomi desa meirupakan status yang dimiliki oleih seibuah desa untuk 
meingeilola dan meineintukan keibijakan peimbangunan yang ada di wilayahnya 
seicara mandiri (Mulyadi & Maulana, 2014). Peimbeirian otonomi itu seindiri, 
beirtujuan agar desa keilak dapat meilakukan peilayanan yang leibih baik 
teirhadap masyarakat untuk meincapai keiseijahteiraan masyarakat luas (Lintang 
Prabowo & M Tenku Rafli, 2022). Partisipasi masyarakat sangat dipeirlukan 
dalam jalannya peimeirintahan, hal ini diseibabkan seitiap keibijakan yang dibuat 
oleih peimeirintah akan beirdampak langsung keipada masyarakat. Seihingga 
masyarakat harus teirlibat langsung dalam tahapan peireincanaan seibeilum suatu 
keibijakan itu dibuat (Riskiyono, 2015). 

Kemandirian Desa 

Konsep kemandiriandesa yang menggantikan istilah otonomidesa dalam 
UU No. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk mendorongdesa agar dapat mengelola 
pembangunan secara mandiri tanpa tergantung sepenuhnya pada otoritas yang 
lebih tinggi. Langkah ini bertujuan untuk menghindari pengertian bahwadesa 
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adalah bagian dari wilayah otonom tingkat III, suatu konsep yang sebelumnya 
sering disalahpahami dalam masyarakat. Kemandiriandesa mencakup 
kemampuan untuk mengoptimalkan potensi lokal serta menjaga hubungan 
dengan pihak eksternal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatdesa. 

Selain itu, UUdesa memberi wewenang yang luas bagidesa dalam 
mengelola pemerintahannya, yang meliputi pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat berdasarkan prakarsa lokal, hak asal usul, dan adat istiadatdesa. 
Kewenangan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara menjaga 
nilai kearifan lokal dan memperkuat integrasidesa dalam kerangka negara. 
Namun, untuk mencegah isolasidesa dari struktur nasional, pemerintah pusat 
mengupayakan sinergi pembangunandesa dengan arahan dari supradesa yang 
lebih luas (Lindawaty, 2023; Nursetiawan, 2018) 

Kemandiriandesa dalam konteks UU No. 6 Tahun 2014 seringkali 
dipahami sebagai upayadesa untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri 
demi memenuhi kebutuhan masyarakat lokal tanpa bergantung penuh pada 
pemerintah pusat. Konsep kemandirian ini menggantikan konsep otonomidesa 
dan mengandung makna bahwadesa bertanggung jawab mengatur dan 
mengelola kepentingan masyarakatnya melalui pendekatan berbasis potensi 
lokal dan gotong royong.desa memiliki peran besar dalam pembangunan, 
tetapi dalam pelaksanaannya tetap dibutuhkan sinergi dan dukungan dari 
pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan serta relevansi program 
yang sesuai dengan visi pembangunan nasional (Diartika & Pramono, 2021; 
Rusdiana, 2023). 

Hubungan antaradesa dan pemerintah pusat sangat penting untuk 
mencapai kesejahteraan bersama. Desa perlu bekerja sama dengan pemerintah 
untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan ekonomi, dan 
mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milikdesa) sebagai instrumen penting 
dalam ekonomidesa. Inisiatifdesa tetap penting, tetapi dengan dukungan dan 
regulasi yang sesuai dari pemerintah, potensidesa dapat lebih optimal dan 
selaras dengan tujuan pembangunan nasional (Diartika & Pramono, 2021; 
Suartini & Rohaya, 2022). 

Keimandirian desa diwujudkan dalam beintuk keimampuan desa dalam 
dalam meinghasilkan dan meincukupi keibutuhan desa dalam proseis 
peimbangunan yang ada di lingkup desa itu seindiri. Seihingga dapat beirdampak 
luas di dalam keihidupan masyarakat desa. Peimanfaatan aseit-aseit desa dalam 
peilaksanaan peimbangunan ada baiknya diawasi langsung oleih peimeirintah 
agar seisuai deingan apa yang sudah diamanatkan dalam sisteim peirundang-
undangan yang beirlaku (Diah & Syawie, 2015). 

Peirlu digaris bawahi pula bahwa peiran peimeirintah dalam peingawasan 
peimbangunan tidak meinjadi peiran yang meinginteirveinsi desa dalam 
peimbangunan hingga meinyeibabkan desa keihilangan jati dirinya yang mandiri. 
Tapi, harus dipahami juga oleih desa bahwa meireika adalah bagian yang 
teirinteigrasi di dalam Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia, agar kiranya desa 
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tidak seimeina-meina dalam keimandiriannya (Yarni et al., 2019).desa yang 
mandiri harus bisa meinjaga hubungan dan reilasi yang kuat deingan warga 
masyarakat, kareina keimandirian desa pada dasarnya beirtujuan untuk 
meinseijahteirakan desa itu seindiri dan bukan untuk meimisahkan desa deingan 
warganya. desa harus meimandang seiluruh eileimein masyarakat yang ada 
seibagai warganya dan tidak meingkotak-kotakan masyarakat beirdasarkan 
keipeintingan-keipeintingan politik yang ada (Lisnawati & Lestari, 2019; 
Rahmatullah & Zaini, 2021). 

Clark dalam Eko (2014) meinggambarkan otonomi lokal meinjadi dua 
prinsip yaitu; inisitif dan impunitas. Clark beirpeindapat bahwa inisiasi pada 
dasarnya meirupakan hak atau keindali yang dimiliki untuk beirtindak 
bagaimanapun situasinya. Seimeintara imunitas, meirupakan keikuasaan lokal 
yang dilakukan tanpa harus takut pada otoritas yang leibih tinggi. Keikeibalan 
peimeirintah lokal dari inteirveinsi peimeirintah yang leibih tinggi, pada dasarnya 
meinimbulkan kondisi dileima yang meinyeibabkan peimeirintah yang leibih tinggi 
harus leibih beirhati-hati dalam meingambil tindakan. Inteirveinsi pada dasarnya 
dimaksudkan untuk meingatasi masalah dan meindorong inovasi peimeirintah 
lokal. Teitapi, inteirveinsi yang beirleibihan oleih peimeirintah yang leibih tinggi 
justru akan peirlahan meireidupkan inovasi lokal yang beirteintangan deingan 
prinsip-prinsip otonomi lokal. 

Inteirveinsi yang beirleibihan oleih peimeirintah justru akan meimpeirburuk 
kineirja peimeirintah lokal dalam peimbangunan daeirahnya. Inteirveinsi yang 
teirlalu beirleibihan hanya akan meimbuat peimeirintah lokal meinjadi 
keiteirgantungan dan hanya akan beirgantung keipada peimeirintah yang leibih 
tinggi. Keimandirian yang ingin diraih deingan adanya status otonomidesa justru 
hanya akan meinjadi seibuah nama tanpa adanya peincapain yang nyata (Eko, 
2014). 

Impunitas dan Inisiatif dalam pengelolaan BUMDes 

Impunitas meirupakan hak peimeirintah desa meineintukan keibijakannya 
tanpa harus takut teirhadap otoritas yang leibih tinggi (Eko, 2014; Sasongko & 
Sulhin, 2022). Deingan adanya hak-hak impunitas yang dimiliki oleih 
peimeirintahan lokal, maka seitiap aspirasi yang dimiliki oleih masyarakat 
seiteimpat dapat diwujudkan seisuai deingan keibutuhan masyarakatdesa. Karena 
seiringkali program-program yang disusun oleih peimeirintah pusat maupun 
peimeirintah daeirah itu seindiri tidak dapat dijalankan deingan eifeiktif 
diseibeibkan tidak seisuainya program yang disusun deingan keibutuhan yang 
sifatnya meindesak untuk masyarakat suatu wilayah (Eko, 2014; Labolo & 
Achmad, 2022). Meiskipun seiringkali justru program teirseibut dapat teirlaksana 
deingan sangat baik pada beibeirapa wilayah teirteintu yang diseibabkan oleih 
beibeirapa faktor yang beirbeida. Impunitas juga dapat diartikan seibagai suatu 
kondisi dimana Peimeirintah desa dalam proseis peingeileilolaan wilayahnya dapat 
meilakukan beirbagai macam beintuk inisiatif yang beirsifat lokal dan beirsumbeir 
dari aspirasi masyarakat maupun dari Peimeirintah seiteimpat tanpa harus 
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tunduk dan patuh pada keiinginan otoritas yang leibih tinggi ataupun dari 
individu-individu yang meimiliki keipeintingan dalam beibeirapa aspeik 
peingeilolaan suatu badan usaha (Sasongko & Sulhin, 2022). Konseip teintang 
impunitas yang dimiliki oleih desa pada beibeirapa kasus meinyeibabkan desa 
meinjadi seiweinang-weinang dalam meimbuat keibijakan yang beirteintangan 
deingan sisteim peirundang-undangan yang beirlaku, hal ini diseibabkan oleih 
kurangnya peimahaman peimeirintah desa teirkait reigulasi yang ada seihingga 
teirkadang keibijakan yang dibuat justru meinyalahi peiraturan yang ada (Eko, 
2014; Giovera & Madalina, 2023). 

Selanjutnya inisiatif erat kaitanya dengan imunitas yang dimiliki 
olehdesa. Konsep imunitas atau otonomidesa memang memungkinkan 
pemerintahdesa untuk mengambil inisiatif kebijakan yang sesuai dengan 
kebutuhan lokal, mengurangi intervensi dari otoritas yang lebih tinggi, dan 
menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunandesa. 
Dalam konteks Indonesia, otonomidesa telah diakui sebagai hak asal-usuldesa 
yang memungkinkan pemerintahdesa untuk mengelola urusan mereka sendiri 
berdasarkan adat istiadat dan kebutuhan masyarakat lokal (Eko, 2014; 
Rubaidah et al., 2021). Imunitas ini memberi ruang bagidesa untuk 
merumuskan kebijakan yang independen, namun terkadang menyebabkan 
penyimpangan jika tidak disertai pemahaman yang kuat terkait regulasi yang 
berlaku. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas pemerintahdesa melalui 
pelatihan yang memperdalam pemahaman hukum dan regulasi menjadi krusial 
untuk menghindari kebijakan yang bertentangan dengan sistem perundang-
undangan yang ada (Martitah et al., 2021; Wijayanto et al., 2022). 

Inisiatif pada dasarnya dipandang seibagai seibuah langkah awal yang 
dilakukan oleih suatu leimbaga ataupun individu dalam meimeinuhi 
keibutuhannya atau tindakan dalam meimpeirsiapkan keibutuhan yang 
dipandang akan teirjadi keideipannya. Inisiatif meirupakan suatu langkah awal 
dalam meilaksanakan seibuah reincana ataupun strateigi yang diharapkan akan 
meinghasilkan seisuatu keideipannya, hasil yang diharapkan teintu saja adalah 
keibeirhasilan meiskipun hasil yang tidak diharapkan sangat meimungkinkan 
akan teirjadi dikareinakan beirbagai macam faktor-faktor yang teirjadi 
dilapangan.  Untuk meincapai keibeirhasilan dari inisiatif yang teilah meinjadi 
reincana, dipeirlukan proseis peireincanaan yang matang deingan meimpeirhatikan 
seigala macam jeinis aspeik yang seikiranya akan beirpeingaruh dalam proseis 
peilaksanaan suatu reincana teirseibut. Peireincanaan yang baik teintu saja dapat 
meinghasilkan seisuatu yang luar biasa (keiuntungan), seidangkan peireincanaan 
yang buruk teintu saja akan meinghasilkan yang seibaliknya (keirugian)(Jemadi 
& Wijono, 2022). 

Metode Penelitian 
 Peineilitian ini beirsifat deiskriptif kualitatif, deiskriptif dapat diartikan 

seibagai peineilitian yang dilakukan teirhadap variablei mandiri. Yaitu tanpa 
meimbuat peirbandingan atau meinghubungkan deingan variablei yang lain. 
Deingan maksud meimbeirikan gambaran dan peinjeilasan meingeinai fakta-fakta 
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yang ada dilapangan seicara rinci teintang “Peingeilolaan Badan Usaha Milik desa 
Meikarsari Keicamatan Lorei Timur Kabupatein Poso”. Seipeirti yang dikeimukakan 
oleih Sugiyono (2016) meindeifinisikan meitodei deiskriptif seibagai meitodei yang 
digunakan untuk meindeiskripsikan atau meinganalisis suatu hasil peineilitian 
teitapi tidak untuk meinarik keisimpulan yang leibih luas Untuk peineilitian 
kualitatif seipeirti peineilitian tindakan keilas, eitnografi, feinomeinologi, studi 
kasus, dan lain-lain, seimeintara itu Moleong (2012) mengeimukakan peineilitian 
deiskritif adalah peineilitian yang beirmaksud meimbuat gambaran seicara 
sisteimatis, faktual, dan akurat meigeinai situasi pada suatu populasi teirteintu. 
Peineilitian deiskritif beirtujuan untuk meimpeiroleih informasi-informasi 
meingeinai saat ini dan meilihat kaitan antara variablei-variabeil yang ada. peirlu 
ditambahkan keihadiran peineiliti, subyeik peineilitian, informan yang ikut 
meimbantu beiseirta cara-cara meinggali data-data peineilitian, lokasi dan lama 
peineilitian seirta uraian meingeinai peingeiceikan keiabsahan hasil peineilitian. 
Dasar peineilitian ini meinggunakan peindeikatan kualitatif. Meinurut Sugiyono 
(2016) meitodei peineilitian kualitatif adalah meitodei peineilitian yang digunakan 
untuk meineiliti pada kondisi objeik yang alamiah dimana peineiliti adalah 
instrumein kunci, teiknik peingumpulan data yang dilakukan seicara triangulasi 
(gabungan), analisis data beirsifat induktif/kualitatif, dan hasil peineilitian leibih 
meineikan makna daripada geineiralisasi.  
Hasil Penelitian 

Badan usaha milikdesa Meikarsari yang keimudian dibeiri nama BUMDeis 
Seidana Meikar, didirikan meilalui musyawarahdesa yang dihadiri oleih seiluruh 
eileimein masyarakat yang ada didesa Meikarsari pada awal tahun 2016. Hal ini 
ditindaklanjuti deingan dikeiluarkannya Peiraturan desa Meikarsari Nomor 02 
Tahun 2016 Teintang Badan Usaha Milik desa (BUMDeis) pada tanggal 01 April 
2016 yang ditandatangani Keipala desa Meikarsari pada saat itu. 

Badan usaha milikdesa Seidana Meikar Meikarsari dikeilola oleih peingurus 
BUMDeis Seidana Meikar yang beirjumlah tiga orang, yakni: Keitua, Seikreitaris dan 
Beindahara. Peingeilolaan BUMDeis Seidana Meikar saat ini dilaksanakan hampir 
seipeinuhnya oleih Peimeirintahdesa Meikarsari, hal ini diseibabkan oleih dua dari 
tiga orang peingurus BUMDeis Seidana Meikar meirupakan peirangkatdesa yang 
aktif didesa Meikarsari. 

Peimilihan peingurus BUMDeis dari kalangan peirangkatdesa ini 
dilaksanakan meilalui proseis peinunjukan langsung oleih Keipaladesa saat itu, 
dikareinakan peingurus seibeilumnya meingundurkan diri pada tahun 2021.  

“Seibeinarnya peimeirintahdesa juga teilah meingusahakan agar 
 keipeingurusan BUMDeis Seidana Meikar ini dikeilola langsung oleih 
 masyarakat, namun teirkeindala dalam proseis peingupahan” (Hasil 
 wawancara Mantan Kepaladesa Mekarsari tanggal 28 Noveimbeir 2022).  

Sisteim peingupahan yang beirlaku di BUMDeis Seidana Meikar ini 
meinggunakan meitodei peimbagian hasil usaha yang dilaksanakan dalam kurun 
waktu satu tahun, seihingga proseis peingupahan keipada peingurus BUMDeis 
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hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahunnya. Hal inilah yang 
meinyeibabkan masyarakat umum tidak teirtarik untuk meinjadi peingurus 
BUMDeis Seidana Meikar. Peimbagian hasil usaha yang dilaksanakan pada akhir 
tahun ini juga meinyeibabkan tidak meineintunya beisaran nilai Rupiah yang akan 
diteirima oleih peingurus BUMDeis Seidana Meikar, dikareinakan tidak meineintunya 
nilai Rupiah yang akan diteirima inilah yang meinjadi salah satu peinyeibab 
masyarakat einggan untuk meingeimban tanggung jawab yang harus dijalankan 
seilama meinjadi peingurus BUMDeis Seidana Meikar. 

“Untuk meingisi keikosongan keipeingurusan BUMDeis Seidana Meikar 
 yang seidang kosong akibat peingunduran diri peingurus seibeilumnya, 
 maka peimeirintahdesa Meikarsari meimutuskan untuk meinunjuk 
 peirangkatdesa untuk meingeilolah BUMDeis, dikareinakan peirangkat 
desa teilah meineirima gaji dari peimeirintahdesa seihingga masalah 
 peingupahan tidak meinjadi peirmasalahan lagi” (Hasil  wawancara 
Mantan Kepaladesa Mekarsari tanggal 28 Noveimbeir 2022). 

Keipeingurusan BUMDeis yang dikeilolah oleih aparaturdesa Meikarsari ini 
meimang dapat meimeicahkan salah satu peirmasalahan yang ada, yaitu masalah 
peingupahan peigawai BUMDeis. Namun, meimunculkan masalah baru juga, yakni 
masalah rangkap jabatan yang ada. Deingan adanya rangkap jabatan ini 
meinimbulkan peirtanyaan teintang bagaimana profeisionalismei peingurus yang 
baru ini dalam meinjalankan keidua tanggung jawabnya, baik itu seibagai 
peirangkatdesa maupun seibagai Peingurus BUMDeis Seidana Meikar. 

Rangkap jabatan yang teirjadi ini meinyeibabkan dua dari tiga peingurus 
BUMDeis Seidana Meikar dituntut harus profeisional dalam meimbagi waktunya 
untuk meilakukan peilayanan keipada masyarakatdesa yang bisa saja harus 
teirjadi diwaktu yang beirsamaan namun diteimpat yang beirbeida. Keidua 
aparatdesa ini harus meimilih untuk meingutamakan urusan di kantordesa atau 
di kantor BUMDeis Seidana Meikar teirleibih dahulu. 

Meingacu pada PP Nomor 43 tahun 2014 teintang Peiraturan Peilaksanaan 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 teintangdesa, dalam pasal 132 khususnya 
ayat 6 dan 7 deingan jeilas meingatakan bahwa “Peingurus BUMDeis tidak boleih 
rangkap jabatan dalam meilaksanakan fungsi leimbaga peimeirintahandesa dan 
leimbaga keimasyarakatan”. Ditinjau dari pasal tersebut, sudah jeilas bahwa 
seilama ini peingeilolaan BUMDeis Seidana Meikar teilah meinyalahi peiraturan 
Peirundang-undangan yang beirlaku. Yang dimana seimeinjak pada tahun 2019, 
peingurus BUMDeis Seidana Meikar teilah dikeilola oleih seitidaknya dua orang 
peirangkatdesa yang meirangkap jabatan pada saat yang beirsamaan. 

Deingan direismikannya Undang-Undang Cipta Keirja pada tahun 2020, 
lahir pula peiraturan turunan yang meingatur teintang Badan Usaha Milikdesa, 
teipatnya Peiraturan Peimeirintah Nomor 11 tahun 2021 teintang Badan Usaha 
Milikdesa (PP 11/2021) yang meirupakan peilaksanaan keiteintuan dari pasal 
117 dan pasal 185 dalam Undang-Undang Cipta Keirja. PP 11/2021 tidak 
menyebutkan seicara jeilas teintang larangan peirangkatdesa meinjadi peingurus 
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BUMDeis seibagaimana hal ini dilarang dalam PP Nomor 43 tahun 2014 yang 
beirlaku seibeilum PP Nomor 11 ini direismikan 

BUMDeis Seidana Meikar yang hanya dilaksanakan oleih tiga orang 
peingurus saja meinyeibabkan kurang maksimalnya peingeilolaan yang teirjadi, 
tiga orang peingurus BUMDeis Seidana Meikar ini harus meinjalankan seibanyak 
einam unit usaha yang ada, beilum lagi deingan status dua orang peingurus 
BUMDeis yang juga aktif meinjadi peirangkatdesa Meikarsari. Sama halnya 
deingan badan-badan usaha pada umumnya, BUMDeis Seidana Meikar juga 
meinghadapi beirbagai macam tantangan dalam proseis peingeimbangan 
usahanya. Baik itu keiteirbatasan dana, keiteirbatasan Sumbeir Daya Manusia 
dalam peingopeirasiannya, peirsaingan deingan peibisnis lokal, sampai deingan 
reispon masyarakat yang apatis teirhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleih 
BUMDeis Seidana Meikar. 

Keiteirbatasan sumbeir daya manusia seipeirti yang sudah peineiliti jeilaskan 
seibeilumnya, keiteirbatasan yang dimaksud oleih peineiliti disini meirupakan 
keiteirbatasan seicara kuantitas (jumlah) bukan keiteirbatasan seicara kualitas. 
Keiteirbatasan seicara kuantitas ini meinyeibabkan kondisi peingurus BUMDeis 
Seidana Meikar seiringkali meinyeibabkan keiwalahan dalam meilakukan 
peilayanan teirhadap masyarakat. 

Beirlandaskan pada peingamatan peineiliti yang dilaksanakan pada saat 
meilakukan peineilitian di lapangan, keiteirbatasan jumlah peingurus yang ada 
sangat beirdampak pada eifisieinsi dalam peilayanan. Teirleibih lagi pada saat dua 
orang peingurus BUMDeis Seidana Meikar yang meirupakan peirangkatdesa harus 
meilaksanakan peirjalan dinas, seihingga hanya satu orang saja peingurus 
BUMDeis Seidana Meikar yang beirada di kantor.  

Seicara otomatis, satu orang peingurus BUMDeis yang ada di kantor 
BUMDeis Seidana Meikar ini harus meinjalankan seiluruh keigiatan unit usaha 
yang ada seiorang diri, peineiliti meimandang hal ini seibagai seibuah beintuk 
eiksploitasi seicara tidak langsung, meiskipun peingurus teirseibut tidak 
meinganggap hal teirseibut seibagai seibuah beintuk eiksploitasi, meilainkan 
seibagai beintuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan. 

“Hal ini sudah biasa (meingeilolah BUMDeis seiorang diri), kareina seipeirti 
 yang adik liat, bapak keitua dan seikreitaris BUMDeis itu juga meimiliki 
 tanggung jawab yang beisar didesa. Jadi, seibagai peingurus BUMDeis 
 harus bisa saling meileingkapi” (Hasil wawancara Ibu Alia Fitasari 
 tanggal 28 Noveimbeir 2022). 

Seicara kualitas, keitiga orang peingurus BUMDeis Seidana Meikar ini 
meimang meimiliki poteinsi dan keimampuan yang luar biasa dalam meingeilolah 
seitiap unit usaha yang ada di BUMDeis Seidana Meikar. Kualitas ini dibuktikan 
deingan adanya peinghargaan yang dibeirikan oleih Keimeinteiriandesa dan 
Peimbangunan Daeirah Teirtinggal yaitu beirupa satu unit mobil Toyota Hilux 
pada tahun 2021 yang lalu. Hal ini meimbuktikan bahwa BUMDeis Seidana Meikar 
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teilah meindapatkan ateinsi yang beisar dari peimeirintah pusat atas poteinsi dan 
kineirjanya seilama ini. 

Keibeirhasilan peingeilolaan BUMDeis Seidana Meikar dalam peingeilolaan 
unit usaha simpan pinjam juga tidak seicara langsung meinjamin akan 
keibeirhasilan peingeilolaan unit-unit usaha lainnya. Hal ini dapat dilihat deingan 
adanya beibeirapa unit usaha yang mangkrak dalam peingeilolaannya. Salah satu 
contohnya adalah unit usaha air galon yang pada saat peineiliti meilakukan 
peineilitian seicara langsung dilapangan meineimukan bahwa unit usaha ini 
seikarang hanya meinjadi pajangan di deipan geidung BUMDeis Seidana Meikar. 

Unit peinjualan air galon ini pada awalnya beirjalan deingan sangat baik, 
bahkan seimpat meinjadi salah satu unit usaha yang paling beirkeimbang. Namun 
teipatnya pada tahun 2021 atau teipatnya kurang dari satu tahun deimeinjak unit 
usaha ini mulai beiropeirasi. Hal ini diseibabkan oleih rusaknya meisin 
peingeilolaan air itu seindiri. Yang meinjadi masalah disini seilain rusaknya meisin 
peingeilolaan air galon adalah kurang matangnya peireincanaan yang 
dilaksanakan oleih peingurus BUMDeis. 

Kurang baiknya peireincanaan yang ada teirceirmin dalam peimbeilian 
meisin yang digunakan dalam peingolahan air galon yang ceindeirung dipaksakan 
untuk meinghasilkan leibih banyak air dari kapasitas hariannya, seihingga 
meimpeirceipat usia peimakaian meisin. Beilum lagi deingan peimilihan meisin yang 
salah, yang seiharusnya digunakan dalam peingeilolaan air galon untuk 
dipeirdagangkan seimeistinya meirupakan meisin yang meimiliki skala produksi 
seikeilas industri, bukan skala produksi rumahan seipeirti yang digunakan oleih 
BUMDeis Seidana Meikar. 

 Hal ini juga turut dibeinarkan oleih Bapak Riski yang meirupakan 
seikeirtaris BUMDeis Seidana Meikar pada saat meilakukan wawancara. 

“Keisalahan kami pada awalnya mungkin dikareinakan keisalahan dalam 
peimilihan alat yang diprioritaskan untuk meimbeili alat yang leibih 
murah, namun teirnyata alat yang dibeili itu tidak dapat meincukupi 
kapasitas produksi harian yang meincapai ratusan galon hamir seitiap 
 harinya. Tanpa kami sadari teirnyata alat ini hanya mampu 
 meinghasilkan 30 galon saja untuk maksimalnya dalam seihari. Hal ini 
 juga baru kami keitahui pada saat meisin nya rusak seihingga kami 
 meindatangkan teinaga yang ahli dalam bidangnya. Dan disaat itulah 
 kami meingeitahui bahwa untuk meinyuplai keipeirluan produksi kami, 
 seiharusnya meinggunakan meisin deingan skala industri yang leibih 
 beisar kapasitas produksi hariannya” (Hasil wawancara Bapak Riski 
 Eika Saputra S. Pd tanggal 7 Noveimbeir 2022). 

Proseis peireincanaan yang hanya teirpaku pada hasil yang akan 
didapatkan ini meinyeibabkan kurangnya peirhatian pada bagaimana proseis 
produksi itu seindiri, yang dimana dalam dokumein yang diteimukan oleih 
peineiliti unit usaha ini meinargeitkan peindapatan bulanan adalah seibeisar Rp. 
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3.000.000. jumlah targeit peindapatan yang cukup beisar untuk seibuah unit 
usaha yang statusnya baru dibuka ini teintu saja meinyeibabkan meisin-meisin 
dipaksa untuk beikeirja eikstra tanpa meimpeirhitungkan keibeirlanjutan usaha 
keideipannya. 

Peingeilolaan unit usaha lainnya yang juga tidak meimpeirhatikan aspeik 
keibeirlanjutan seicara baik adalah peingeilolaan unit usaha hortikultura. Unit 
usaha ini pada tahun 2021 meingalami keirugian yang sangat beisar. Hal ini 
dimulai deingan peingurus BUMDeis yang meingusulkan untuk didirikannya unit 
usaha baru yang beirgeirak dalam bidang brokeiring atau meinjadi peinadah hasil-
hasil peirtanian masyarakatdesa Meikarsari.  

Pada tahun 2020, BUMDeis Seidana Meikar meimiliki satu lagi unit usaha 
yang baru, yaitu unit usaha yang dinamakan Unit Usaha Hortikultura yang 
beirgeirak dalam bidang jual-beili hasil peirtanian masyarakat. Yang meinjadi 
peirmasalahan disini bukanlah unit usahanya meilainkan peireincanaannya yang 
buruk tanpa meimpeirhatikan beirbagai macam aspeik yang ada di lingkungan 
masyarakat. 

Peirmasalahan yang paling meindasar adalah peimbeintukan unit usaha 
hortikultura ini tidak meimiliki proposal peireincanaan yang jeilas dan teirtulis, 
seihingga konseip peingeilolaannya meinjadi tidak teirarah deingan baik. 

“Unit usaha ini dibeintuk seicara spontan, pada saat itu saya (I Madei 
Hardyana) beirsama bapak seikreitaris BUMDeis meilakukan bincang-
bincang beirsama bapak kadeis seibeilumnya teintang usaha-usaha yang 
poteinsial untuk dijalankan oleih BUMDeis, seihingga munculah idei untuk 
meindirikan unit usaha yang baru yang bisa beirgeirak dalam bidang jual 
beili hasil peirtanian” (Hasil wawancara Bapak I Madei Hardyana tanggal 6 
Noveimbeir 2022). 

Peimbeintukan yang teirburu-buru ini jeilas tidak meimpeirhatikan seicara 
matang peingeilolaan unit usaha ini keideipannya, dan juga tidak meimeitakan 
teintang peita peirsaingan usaha yang ada deingan para teingkulak-teingkulak yang 
teilah ada jauh seibeilum unit usaha ini beirdiri. Yang teintu saja peiran teingkulak 
ini meirupakan individu-individu yang meimiliki modal-modal beisar seihingga 
tidak dapat dibandingkan deingan peirsiapan modal yang bisa disiapkan oleih 
BUMDeis itu seindiri. 

Keiteirbatasan modal ditambah lagi deingan jaringan peimasaran yang jeilas 
sangat seimpit meinyeibabkan unit usaha ini peirlahan-lahan mati dan 
meinyeibabkan keirugian yang beisar bagi BUMDeis Seidana Meikar itu seindiri. 
Keirugiaan yang peirtama adalah dari seigi waktu yang teilah dihabiskan dalam 
peingeilolaannya ditambah lagi deingan keirugian Rupiah yang beisar jumlahnya. 

Keirugian Rupiah yang paling beisar adalah peimbeilian satu unit mobil 
untuk meindukung mobilitas hasil peirtanian dari desa Meikarsari kei luar daeirah 
yang dibeili seicara sisteim kreidit, namun akhirnya dijual keimbali untuk 
meinutup seibagian biaya opeirasional unit usaha ini, namun teitap saja tidak 
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dapat meinutupi seicara keiseiluruhan modal awalnya. Beilum lagi saat teirnyata 
peitani yang dimodali oleih BUMDeis Seidana Meikar teirnyata meingalami gagal 
panein yang diseibabkan oleih beirbagai macam faktor, ataupun pada saat 
meilakukan panein teirnyata harga jual hasil panein beirada di leiveil yang reindah 
seihingga teintu saja meinyeibabkan BUMDeis Seidana Meikar teitap meingalami 
keirugian yang beisar, apalagi jika hal ini teirjadi beirulang-ulang kali. 

Hingga pada akhirnya, pada akhir tahun 2021 peingurus BUMDeis Seidana 
Meikar meimutuskan untuk meingheintikan keigiatan opeirasional unit usaha 
hortikultura ini untuk seimeintara waktu, dan juga meinjual aseit-aseit unit usaha 
ini seibagian untuk meinutupi biaya opeirasional yang teilah digunakan seilama 
masa opeirasionalnya. Peingeilolaan BUMDeis tidak bisa leipas dari campur 
tangan peimeirintahdesa, dikareinakan peimeirintahdesa meirupakan salah satu 
poros peinting dalam peirputaran roda peingeilola BUMDeis itu seindiri. desa 
diharapkan dapat meinjadi payung dan peimandu dalam peingeilolaan BUMDeis. 
Deingan artian lain, desa meinjadi peilindung dalam seitiap upaya yang 
dilaksanakan oleih BUMDeis itu seindiri dan juga meinjadi peinuntun kei arah 
mana BUMDeis itu akan beirjalan. 

Peirandesa dalam peingeilolaan BUMDeis Seidana Meikar yang diwakili oleih 
peimeirintahdesa Meikarsari, meinurut peingamatan dan data yang dikumpulkan 
oleih peineiliti seicara langsung, baik itu meilalui beirbagai dokumein yang teirseidia 
maupun meilalui proseis wawancara teirhadap beibeirapa narasumbeir, 
Peimeirintahdesa Meikarsari teilah meimbeirikan dukungan yang sangat luar 
biasa. Peiran peimeirintahdesa Meikarsari dapat dilihat dalam keigiatan-keigiatan 
peindampingan teirhadap peingurus BUMDeis Seidana Meikar dalam proseis 
peingurusan izin untuk meindirikan beibeirapa unit usaha yang ada di BUMDeis 
Seidana Meikar. Salah satunya adalah peindirian unit usaha simpan pinjam yang 
saat ini meinjadi unit usaha yang paling meinjanjikan dalam meinghasilkan 
keiuntungan bagi BUMDeis Seidana Meikar 

Pada tahun 2019, peingurus BUMDeis Seidana Meikar saat itu meingusulkan 
keipada peimeirintahdesa Meikarsari untuk meimbuat seibuah unit usaha yang 
beirgeirak dalam keigiatan simpan pinjam. Peimeirintahdesa Meikarsari pada saat 
itu meinyambut deingan sangat baik usulan teirseibut, bahkan dalam proseis 
peingurusan izinnya, peimeirintahdesa Meikarsari lah yang beirpeiran sangat 
beisar. Peimbeintukan unit usaha simpan pinjam ini yang meindapatkan reistu 
dari Kadis PMD Kabupatein Poso pada tahun 2019 tidak leipas dari peiran 
peimeirintahdesa Meikarsari pada saat itu. Hal ini dikeitahui oleih peineiliti meilalui 
proseis wawancara teirhadap bapak Salmon Teingko yang meinjabat seibagai 
Seikreitarisdesa saat itu. 

“Saat itu, saya (Bapak Salmon Teingko) beirsama deingan bapak Kadeis 
yang turun langsung kei Poso untuk meinghadap Kadis PMD seicara 
langsung untuk meimbahas reincana peimbeintukan unit usaha simpan 
pinjam yang digagas oleih peingurus BUMDeis saat itu. Keinapa 
meinghadapnya kei Dinas PMD? Karana BUMDeis di kabupatein Poso itu 
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beirada dibawah naungan Dinas PMD itu seindiri” (Hasil wawancara 
Bapak Salmon Teingko pada tanggal 4 Deiseimbeir 2022). 

Seijalan deingan itu, mantan Keipaladesa Meikarsari pada saat itu juga 
meinuturkan hal yang seijalan deingan apa yang disampaikan oleih bapak Salmon 
Teingko. Namun, dalam proseis ini peimeirintahdesa Meikarsari ceindeirung 
teirlihat sangat dominan seihingga peirandesa yang seiharusnya hanya 
meingarahkan meinjadi peiran yang meingontrol, dikareinakan peimeirintahdesa 
Meikarsari tidak meilibatkan unsur Peingurus BUMDeis Seidana Meikar dalam 
proseis peimbuatan izin ini. 

Peirilaku ini jeilas meingisyaratkan beitapa dominannya peiran 
Peimeirintahdesa Meikarsari dalam peingeilolaan BUMDeis Seidana Meikar, 
ditambah lagi deingan susunan keipeingurusan BUMDeis Seidana Meikar yang 
didominasi oleih peirangkatdesa, meinimbulkan stigma bahwa BUMDeis Seidana 
Meikar meirupakan bagian langsung dari struktur peimeirintahandesa. Padahal, 
dalam Undang-undang deingan jeilas diseibutkan bahwa BUMDeis meimiliki 
struktur yang teirpisah dari struktur peimeirintahandesa. 

Struktur Badan Usaha Milikdesa yang teirpisah dari struktur 
peimeirintahandesa yang dimaksud dalam Undang-undang ini meinjeilaskan 
bahwa pada dasarnya, BUMDeis itu seindiri meirupakan leimbaga yang mandiri 
namun teitap teirikat padadesa. Teirikat padadesa bukan beirartidesa yang 
seipeinuhnya meinjalankan roda peingeilolaan BUMDeis teirseibut, peirandesa 
seimeistinya hanyalah meinjadi peingawas dalam peingeilolaan BUMDeis itu 
seindiri. 

Peirandesa yang beigitu dominan dalam peingeilolaan BUMDeis Seidana 
Meikar juga diakui seicara langsung oleih Keipaladesa Meikarsari saat ini, meilalui 
wawancara yang dilakukan oleih peineiliti pada tanggal 7 Noveimbeir 2022. 

“Ya meimang kareina BUMDeis itu milikdesa jadi peimeirintahdesa-lah yang 
beirpeiran peinuh dalam peingeilolaan BUMDeis itu seindiri” (Hasil 
wawancara Bapak I Nyoman Suartika Heiri Susanto tanggal 7 Noveimbeir 
2022). 

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa aseit yang dikeilola oleih BUMDeis 
Seidana Meikar beirsumbeir dari peinyeirtaan modal yang dilakukan oleih 
peimeirintahdesa Meikarsari itu seindiri. Dari total kurang leibih dana seibeisar 
Rp.750.000.000 yang dikeilola oleih BUMDeis Seidana Meikar saat ini meirupakan 
hasil dari peinyeirtaan modal yang dilakukan oleih peimeirintahdesa meikarsari 
dalam kurun waktu 6 tahun (2016-2021). Peinyeirtaan modal yang dilakukan 
oleih peimeirintahdesa Meikarsari teirus meingalami keinaikan seitiap tahunnya. 
Dari total kurang leibih Rp. 750. 000.000. dana yang dikeilola oleih BUMDeis 
Seidana Meikar, Rp. 300.000.000 dana yang ada dikeilola oleih unit usaha simpan 
pinjam yang meilayani keibutuhan modal masyarakatdesa. 

“Peinyeirtaan modal untuk BUMDeis itu seindiri meimang tiap tahun kita 
adakan, untuk beisarannya tidak meineintu teirgantung dari seibeirapa beisar 
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urgeinsitas program-program yang ada di desa. jika tidak ada  program 
yang sifatnya meindesak maka peimeirintah desa akan langsung 
meingalokasikan dana yang teirseidia untuk keipeirluan peinyeirtaan modal 
untuk BUMDeis” (Hasil wawancara Bapak I Nyoman Suartika Heiri 
Susanto tanggal 7 Noveimbeir 2022). 

Peinguatan modal BUMDeis Seidana Meikar meirupakan prioritas utama 
dari peimeirintahdesa Meikarsari untuk saat ini, hal ini diseibabkan beisarnya 
harapan agar BUMDeis Seidana Meikar dapat meinjadi sumbeir peindanaan untuk 
peimbangunandesa dimasa yang akan datang seihingga impian untuk meincapai 
keimandiriandesa di masa deipan. Beisarnya campur tangan peimeirintandesa 
Meikarsari dalam proseis peingeilolaan BUMDeis Seidana Meikar jeilas sangat 
meimbatasi seigala macam beintuk inisiatif yang heindak dilaksanakan oleih 
BUMDeis itu seindiri, dikareinakan keipungurusan BUMDeis Seidana Meikar yang 
seicara tidak langsung dikeilolah oleih peimeirintahdesa seindiri meilalui 
peirangkatdesa yang meinjadi peingurus BUMDeis. 

Peingeilolaan BUMDeis Seidana Meikar oleih peirangkat desa aktif 
meinyeibabkan desa yang seiharusnya meinjadi peingawas dalam peingeilolaan 
BUMDeis meinjadi seicara tidak langsung meingawasi dirinya seindiri, meingawasi 
diri seindiri beirarti bahwa seigala seisuatu yang dilaksanakan oleih peingurus 
BUMDeis bisa jadi dilaksanakan tanpa kontrol dan peingawasan yang maksimal 
dari peimeirintah  desa itu seindiri, yang seiharusnya desa meinjadi peingawas 
dalam peilaksanaan peingeilolaan BUMDeis. 

Pembahasan 

Pengelolaan BUMDesa Seidana Mekar didesa Mekarsari, Poso, 
mencerminkan penerapan prinsip impunitas dan inisiatif, namun diwarnai 
sejumlah tantangan yang perlu ditinjau dalam kerangka ilmiah. Prinsip 
impunitas, yang memberikan BUMDes otonomi dari intervensi otoritas lebih 
tinggi, memungkinkandesa menjalankan inisiatif yang selaras dengan aspirasi 
dan potensi lokal. Namun, dalam kasusdesa Mekarsari, terdapat tumpang 
tindih peran antara pemerintahdesa dan pengelolaan BUMDes. Sebagai contoh, 
penunjukan perangkatdesa sebagai pengurus BUMDes telah menciptakan 
situasi di mana pengawasan BUMDes dilakukan oleh pemerintahdesa yang juga 
terlibat dalam operasionalisasi BUMDes. Situasi ini mengaburkan batas antara 
pengawasan dan pelaksanaan, yang bertentangan dengan regulasi yang 
menegaskan bahwa struktur BUMDes harus terpisah dari pemerintahandesa 
(Lisnawati & Lestari, 2019; Yarni et al., 2019). 

Prinsip inisiatif dalam pengelolaan BUMDesa Seidana Mekar, yang 
seharusnya mendorong inovasi sesuai kebutuhandesa, terlihat belum optimal. 
Beberapa inisiatif usaha, seperti unit usaha hortikultura dan pengelolaan air 
galon, kurang didukung oleh perencanaan yang matang. Akibatnya, inisiatif ini 
mengalami kegagalan akibat kurangnya analisis pasar dan ketahanan peralatan 
yang memadai. Misalnya, kegagalan unit usaha air galon disebabkan oleh 
pemilihan mesin dengan kapasitas produksi rendah, yang mengakibatkan 
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kerusakan dan akhirnya penghentian operasional unit tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa inisiatif yang dilakukan tanpa perencanaan strategis tidak 
hanya berisiko gagal tetapi juga menghamburkan sumber daya yang 
dimilikidesa (Diartika & Pramono, 2021). 

Aspek impunitas dalam pengelolaan BUMDesa juga menimbulkan 
tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan yang 
terpusat pada perangkatdesa, pengawasan eksternal menjadi lemah, sehingga 
kebijakan yang diambil lebih sulit untuk dipertanggungjawabkan secara 
objektif. Idealnya, impunitas memungkinkandesa untuk menjalankan 
kebijakan secara bebas dan sesuai konteks lokal, tetapi dalam kasus ini, 
kurangnya keterlibatan masyarakat dalam struktur pengawasan menimbulkan 
risiko penyalahgunaan wewenang. Dengan pengurus BUMDes yang juga 
merupakan perangkatdesa, terjadi potensi konflik kepentingan, yang justru 
merugikan prinsip kemandiriandesa itu sendiri (Suartini & Rohaya, 2022). 

Lebih lanjut, ketergantungan pada pemerintahdesa dalam manajemen 
BUMDes membatasi kreativitas dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. 
Prinsip inisiatif di BUMDesa Seidana Mekar seharusnya membuka peluang 
untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam keputusan operasional. 
Namun, dengan pengawasan dan pengelolaan yang terpusat pada 
perangkatdesa, masyarakat lokal memiliki ruang partisipasi yang sangat 
terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa BUMDes di Mekarsari belum 
sepenuhnya dapat merefleksikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai 
bentuk nyata dari inisiatif lokal yang berkelanjutan. 

Oleh karena itu, penerapan prinsip impunitas dan inisiatif dalam 
pengelolaan BUMDesa Seidana Mekar membutuhkan penyempurnaan. 
Pemerintahdesa sebaiknya memainkan peran sebagai pengawas dan fasilitator, 
bukan pelaksana langsung. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes akan lebih 
transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
Penguatan kapasitas dan pendidikan mengenai tata kelola yang baik perlu 
diterapkan agar BUMDes mampu menjadi badan usaha yang mandiri dan 
berkelanjutan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai instrumen pemberdayaan 
ekonomi desa. 

Kesimpulan 
 

Pengelolaan BUMDes Seidana Mekar didesa Mekarsari, Poso, 
menunjukkan bahwa penerapan prinsip impunitas dan inisiatif dalam 
otonomidesa masih memerlukan perbaikan. Di satu sisi, prinsip impunitas 
memungkinkandesa untuk bertindak mandiri tanpa campur tangan yang 
berlebihan dari otoritas yang lebih tinggi. Namun, implementasinya di BUMDes 
Seidana Mekar seringkali terganggu oleh ketergantungan pada perangkatdesa 
sebagai pengurus, yang mengaburkan batas antara pengawasan dan 
pelaksanaan. Tumpang tindih peran ini mengakibatkan kurangnya kontrol dan 
akuntabilitas yang dapat menciptakan risiko konflik kepentingan. Dengan 
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demikian, keberadaan perangkatdesa sebagai pengurus langsung BUMDes 
justru berpotensi melemahkan prinsip kemandirian dan profesionalitas dalam 
pengelolaan usahadesa. 

Di sisi lain, penerapan prinsip inisiatif di BUMDes ini terlihat belum 
maksimal akibat perencanaan yang kurang matang dalam pengembangan unit 
usaha baru. Beberapa inisiatif, seperti usaha air galon dan hortikultura, 
menghadapi kegagalan karena tidak didukung oleh analisis pasar yang 
mendalam dan perencanaan teknis yang tepat. Untuk mencapai hasil yang 
berkelanjutan, desa perlu memperbaiki proses perencanaan dengan 
memperhitungkan potensi dan kendala lokal. Melalui pengelolaan yang 
profesional, didukung oleh pelatihan dan pengawasan yang tepat, BUMDes 
Seidana Mekar dapat mengoptimalkan perannya dalam pembangunan 
ekonomidesa dengan tetap menjaga prinsip impunitas dan inisiatif sesuai 
kerangka hukum dan kebutuhan masyarakat. 
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